BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka
dapat disimpulkan:
1. Balapan Liar khususnya di Kabupaten Bantul sulit diberantas karena:
a. Kurangnya kesadaran akan adanya aturan hukum yang berkaitan dengan
penggunaan jalan raya.
b. Kurangnya ketiadaan fasilitas untuk mewadahi aktifitas anak muda yang
gemar kegiatan balapan.
c. Balapan liar sudah menjadi hoby.

d. Lingkungan yang mendukung adanya balapan liar.

2. Kendala yang dihadapi oleh Polisi di jajaran Satlantas Polres Bantul dalam
rangka menanggulangi aksi balap liar di wilayah kawasan Kabupaten Bantul
adalah kurangnya informasi atau dukungan dari masyarakat dan kesadaran serta
efek jera pelaku balap liar yang masih rendah sehingga cukup sulit untuk

menghapus secara keseluruhan kegiatan balapan liar di Kabupaten Bantul.

40



41

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat dirumuskan saran sebagai

berikut :

1.

Peran polisi perlu ditingkatkan dalam menanggulangi aksi balap liar adalah
meningkatkan intensitas patroli di jalan raya, meningkatkan intensitas
penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas kepada masyarakat, melakukan
pembinaan dan penindakan yang lebih tegas pada pelaku balap liar dengan
cara pemberian sanksi.

Kepolisian harus melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya
kepolisian dapat mudah mendapatkan informasi mengenai kegiatan balapan
liar.

Kepolisian harus aktif memberikan penyuluhan mengenai peraturan-peraturan

lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.
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